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PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON 
 

NOMOR 6 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

           RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN   

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI CIREBON, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf b  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon          
Nomor 40 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan 
Penyedotan Kakus sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
keadaan oleh karenanya peraturan daerah dimaksud perlu diubah 
untuk disesuaikan; 

 
b. bahwa penyesuaian rancangan peraturan daerah  sebagaimana 

dimaksud pada huruf a  mengatur tentang jenis, struktur dan besaran 
tarif retribusi  dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan pelayanan 
persampahan/kebersihan di daerah;    

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu  
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan   

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
(Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan   
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan          
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008   
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 4851); 
 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 5049); 

 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);  

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4593); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor  19 Tahun 2010   tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor  69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 5161); 

 
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 
 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);  
 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON 

dan 
BUPATI CIREBON 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 

PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten Cirebon; 
 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;  
 
4. Instansi pemungut adalah organisasi perangkat daerah yang tugas 

pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan 
persampahan/kebersihan; 

 
5. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga kebersihan 
lingkungan hidup yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan 
pembangunan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan 
sampah di wilayah Kabupaten Cirebon; 

 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, 
Perkumpulan Yayasan, Organisasi Masa; 

 
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 
yang terutang; 

 
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih 
besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 

 
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat  STRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi-sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda; 

 
10. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan Retribusi Daerah yang terdapat Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah Lebih Bayar atau Surat Tagihan Retribusi Daerah, Lembaga, 
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya; 

 
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan; 

 
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa 
pelayanan dari Pemerintah Daerah; 
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13. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan 
terhadap surat ketetapan retribusi daerah dan terhadap pemotongan 
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;  
 

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam 
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban rertibusi daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi; 

 
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya; 

 
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

 
BAB II 

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI 
  

Pasal 2  
 

(1) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut 
retribusi atas pelayanan pengambilan, pengangkutan, pembuangan, 
dan penyediaan lokasi pembuangan/tempat pemrosesan akhir sampah. 

 
(2) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan 

persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah 
daerah, meliputi : 
a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi 

pembuangan sementara; 
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi  

pembuangan sementara kelokasi pembuangan/pembuangan akhir 
sampah; dan 

c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 
 

(3) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menerima 
pelayanan persampahan/kebersihan. 

 
(4) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan 

pelayanan persampahan/kebersihan. 
 

(5) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan 
jalan umun, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. 

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 3 
 
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan pada retribusi 
jasa umum. 

 
 
 
 


